PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
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Menetapkan ¢ PERATURAN DALRAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PEMBENTURKAN LEMBAGA KFMASYARAKATAN DI DESA.
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(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawaraikan / dimulakatkan
oleh Kepala Dega dengan segenap pemuka masyarakat di desa vang bersangkutan.

(3) lembaga kemasvarakatan sebagaimana dimaksud pada avat (2) pasal ini ditetapkan dengan
Peraturan Desa aias prakarsa masyarakat desa yang bersanghutan.

Pasal 3
Iecmbaga Kemasyarakatan scbagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan vang
bertumpu pada masyarakat,

BAB II
SYARAT-SYARAT PEMBENTUEKAN

Pasal 4
(1) Pembentukan [ embaga kemasvarakatan harus memenuhi syarat :
Mentaati scoala perafuran perundang-undangan vang berlaku:

b. Memperhatikan dan memelihiara keutuhan Negara Resaluan Republik Indonesia,
Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

fad

(2) pembeniukan [embaga kemasvarakatan harus memuat :

a. Nama Lembaga Kemasyarakaian :

b. Susunan organisasi dan tata kerja;

¢. Anggaran dasar / anggaran ruman (angga ;
d. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi ;
Kewenangan, hak dan kewajiban.
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(3) Mclaporkan pembentukan lembaganya hepada Pemciiniah Dacrah dengan mclampirkan susunan
pencurus , AD/ART dan lain-lain.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasai 5
Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa berkewajiban :

4 Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. Meningkatkan kesejahteraan rakyvat di desa;
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Pasal 6
Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang

a. Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang dapal merugihan
kepentingan Negara, Pemerintah dan masyarakat ;

b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku dan
atau bertentangan dengan morma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan
masyarakat.

BABYV
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 7
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang discbut dengan nama lain vang sudah ada pada saat

berlakunya Peraturan Daerah ini scpanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap
berlaku,

(2) Lembaga Kemasyarakatan vang telah ada paling lambat 3 (lima) tahun sejak diundangkan
Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.
BAB VI
KETENTUAN TAMBAIAN

Pasal 8

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dencan Peraturan Dacsrah tersendin,
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Barito Sclatan.
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